	
Harian    	
	:
	Mercusuar
	

	Hari, tanggal
	:
	Selasa, 20 Agustus 2013
	

	Keterangan
	:
	[bookmark: _GoBack]Halaman 19  Kolom 11-12 
	

	Entitas
	:
	BPK RI
	



[image: C:\Users\User\Pictures\My Scans\2013-08 (Agust)\scan0002.jpg]

image1.jpeg
BPK Temui Kejanggalan
Laporan SKK Migas

JAKARTA, MERCUSUAR -
Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) menemukan pembi-
ayaan yang tidak seharus-
nya ditanggung oleh negara
dalam laporan SKK Migas
sebesar USD221,5 juta atau
setara dengan Rp2,3 triliun
(Rp10.385 per USD). Te-
muan itu merupakan pem-
biayaan kurang lebih dalam
kurun tiga tahun terakhir.

Hal ini disampaikan oleh
Wakil Ketua BPK Hasan Bisri
seusai Upacara Peringatan
HUT Rl ke-68 di Kantor BPK
RI, Sabtu (17/8/2013).

“Saya perlu luruskan
bahwa sesuai Undang-Un-
dang Keuangan Negara, cost
recovery, sama sekali tidak
dibenarkan dalam proses
kerja SKK Migas. Karena
SKK Migas merupakan lem-
baga negara yang telah dia-
tur aktivitas keuangannya

dalam undang-undang,”
jelas Hasan.

Menurut Hasan, BPK telah
berkali-kali mengingatkan
agar pembiayaan operasio-
nal SKK Migas masuk dalam
APBN. Sebab tidak mungkin
lembaga yang dibentuk oleh
pemerintah (sebuah lem-
baga negara) namun pem-
biayaannya tidak termasuk
dalam APBN. ;

Dia pun mengakui terda-
pat beberapa kejanggalan
dalam pemeriksaan BPK
terhadap SKK Migas selama
ini. Termasuk adanya trader
yang tidak mampu mengem-
balikan uang negara karena

‘kesulitan keuangan.

“Bagaimana mungkin
perusahaan-perusahaan
(trader) seperti ini bisa
dipercayakan melakukan
penjualan?” tambah Hasan.
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